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ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Nomor: 466/PID.B/2016/PN.TJK)

Oleh
BTARI RARA CINDOMAZAYA

Eksekusi putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan
ketentuan 270 KUHAP, dilaksanakan oleh Jaksa setelah Penitera mengirimkkan
salinan surat putusan kepada jaksa. Adapun batas waktu pengiriman untuk perkara
acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat
paling lama 14 hari. Pada kenyataannya eksekusi putusan hakim tidak dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan: (1) Bagaimanakah
pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui
media sosial? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan eksekusi putusan
hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial? (3) Apakah
akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim
oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial? Pendekatan masalah
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri
dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data
dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan eksekusi putusan
hakim oleh Jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial dilaksanakan
dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa.
Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk
perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara
singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau
Penuntut Umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan,
tuntutan dan lain-lain. Artinya pelaksananya adalah Jaksa yang tidak menjadi
Penuntut Umum dalam perkara penghinaan melalui media sosial tersebut. (2)
Faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap pelaku
penghinaan melalui media sosial  : Faktor Substansi hukum, yaitu tidak adanya
batasan waktu yang limitatif dalam KUHAP tentang pelaksanaan eksekusi. Dalam
KUHAP hanya dibatasi waktu penyampaian salinan putusan pengadilan oleh
panitera pengadilan negeri kepada Kejaksaan yaitu 1 minggu untuk perkara biasa
dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat. Selanjutnya tidak diatur dan tidak
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dibatasi secara jelas waktu eksekusi oleh Jaksa setelah menerima salinan putusan
tersebut. Faktor penegak hukum, yaitu keterlambatan penerimaan putusan dari
institusi pengadilan dan masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan
dalam mengeksekusi putusan hakim. (3) Akibat hukum jika terjadi keterlambatan
dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan
melalui media sosial adalah tidak memenuhi aspek kepastian hukum terhadap
perkara tindak pidana yang telah diputus oleh majelis hakim dan dapat mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar segera dirumuskan dalam hukum acara
pidana mengenai batasan secara limitatif bagi Jaksa untuk mengeksekusi putusan
hakim setela menerima salinan putusan dari panitera Pengadilan Negeri (2)
Hendaknya pihak Kejaksaan melaksanakan eksekusi putusan hakim sesegera
mungkin setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri (3)
Panitera Pengadilan Negeri hendaknya segera mengirimkan salinan putusan sesuai
dengan waktu yang telah diatur dalam  peraturan perundang-undangan kepada
Kejaksaan sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi putusan dan tidak terjadi
keterlambatan pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa, Penghinaan, Media Sosial



ABSTRACT

THE EXECUTION IMPLEMENTATION OF JUDGE'S DECISION
BY PROSECUTORS AGAINST DEFAMATORY CRIME

THROUGH SOCIAL MEDIA
(Study of Decision Number: 466/PID.B/ 2016 / PN.TJK)

By
BTARI RARA CINDOMAZAYA

The execution of a judge ruling having binding legal force in accordance with the
provisions of the 270 KUHAP, is carried out by the Prosecutor after the Penitera
sends a copy of the decision to the prosecutor. The deadline for delivery of ordinary
events for a maximum of 1 (one) week and for cases with short events no longer 14
days. In fact the execution of a judge ruling is not carried out in accordance with the
applicable provisions. Problems: (1) How is execution implementation of judge's
decision by prosecutors against defamatory crime through social media? (2) What
are the factors impeding execution implementation of judge's decision by
prosecutors against defamatory crime through social media? (3) What are the legal
consequences if there is a delay in the execution of the judge's verdict by the
prosecutor against the offender through social media?

The problem approach uses a juridical normative and juridical empirical approach.
The speakers consisted of Judge at the District Court of Class IA Tanjung Karang,
Attorney at the State Attorney Bandar Lampung and Lecturer of Criminal Law
Department Faculty of Law. Data were collected through literature studies and field
studies. Data were analyzed by qualitative juridical

The results of the study and discussion show: (1) The execution implementation of
judge's decision by prosecutors against defamatory crime through social media is
carried out by the procedure of Penitera sending a copy of the decision letter to the
prosecutor. The deadline for sending a copy of the decision from the Registrar to
the prosecutor for a normal case is maximum 1 (one) week and for a case with a
short course of no more than 14 days. The execution of a court decision by this
prosecutor or prosecutor is no longer a prosecution such as detention, indictment,
prosecution and so on. This means that the executor is a Public Prosecutor who does
not become a Public Prosecutor in an insulting case through the social media. (2)
Inhibiting factors of execution implementation of judge's decision by prosecutors
against defamatory crime through social media: Factor Law substance, ie there is
no limitative time limit in the Criminal Procedure Code regarding execution
implementation. The Criminal Procedure Code is only limited by the time of
submission of a copy of the court decision by the court clerk to the Attorney Office
ie 1 week for a normal case and 14 days for a brief case. Furthermore not regulated
and not are clearly limited during the execution time by the Prosecutor after



receiving a copy of the verdict. Law enforcement factors, namely the delay in
receiving judgments from the court institutions and still less optimal
implementation of the tasks of the Prosecutor in executing the judge's decision. (3)
Legal consequences if there is a delay in the execution of the judge's verdict by the
prosecutor against the defamatory actors through social media is not fulfilling the
legal certainty aspect of the criminal case which has been decided by the judges and
can reduce the public trust to law enforcement institution, specially the Attorney.

Suggestions in this study are: (1) To be formulated immediately in the criminal
procedure law regarding limitations limitations for the Prosecutor to execute the
decision of the judge after receiving the decision of the court clerk. from the court
clerk (3) The Clerk of the District Court should immediately send a copy of the
decision within the time set forth in the legislation to the Public Prosecution Service
as the basis for executing the verdict and not delaying the execution.

Keywords: Execution of Judge's Decision, Prosecutor, Defamatory Social Media
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah Negara yang berdasarkan atas

hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut harus

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 adalah pemanfaatan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi

yang lazim dikenal dengan istilah ICT (Information and Communication

Technology) secara aman, optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan warga

negara Indonesia.
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Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam dasawarsa terakhir mempengaruhi

segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, budaya, dan politik. Di

beberapa negara ada yang menggunakan momen perkembangan TI ini sebagai

basis dan revolusi industri dan kebangkitan ekonomi, yang pada saatnya nanti

akan membawa perubahan drastis kehidupan ekonomi rakyatnya.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi selain memberikan

manfaat bagi kemaslahatan masyarakat juga telah mengubah baik perilaku

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa

batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya

secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini

menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga

menjadi sarana efektif bagai perbuatan melawan hukum.1

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, membuat modus kejahatan dalam

dunia kejahatan semakin beragam. Bentuk-bentuk kejahatan mengalami berbagai

perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak jenis kejahatan

yang semula sukar untuk dilakukan, dengan kemajuan teknologi informasi

menjadi hal yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Pada saat ini para pelaku

kejahatan dapat melakukan kejahatan dengan sangat mudah.

1 Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.29.
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Cybercrime saat ini menjadi salah satu tempat berkembangnya suatu tindak

kejahatan. Dimana semakin banyak kejahatan yang memanfaatkan kecepatan dari

teknologi modern yang sedang berkembang dan menawarkan untuk melakukan

kejahatan maupun kegiatan kriminal melalui media sosial maupun internet.

Semakin hari bentuk kejahatannya pun semakin beragam dan terkadang dapat

dilakukan oleh semua kalangan usia yakni tindak pidana penghinaan melalui

media sosial yang masuk dalam kategori cybercrime. Media sosial yang tujuan

dibentuknya adalah untuk mempersatukan orang-orang lewat dunia maya kini

malah menjadi ajang untuk saling menghina satu sama lain terlebih karena sang

pelaku merasa dirinya dapat menyamarkan identitasnya.2

Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tidak ubahnya seperti

rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat,

menghina, mencaci maki dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut akan

adanya tindakan hukum. Maka Pemerintah Indonesia telah membuat dan

menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Infomasi dan Transaksi

Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang- undangan, yaitu Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah penghinaan yang dilakukan seseorang

terhadap pihak lain melalui media sosial atau dapat disebut sebagai

(pentransmisian). Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan

lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan bila hal atau keadaan itu

2 Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, 2007, hlm. 34.



4

adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang

merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman,

setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan, pelanggaran baik yang disebut

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan

lainnya. Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip Moeljatno, menghina, yaitu

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang

kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.3

Selanjutnya jenis-jenis penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

1) Menista secara lisan (smaad);

2) Manista dengan surat/tertulis (smaadschrift);

3) Memfitnah (laster);

4) Penghinaan ringan (eenvoudige belediging);

5) Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht);

6) Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking);4

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang

yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan

terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya

secara sah. Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan,

maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan

penduduk dan lain-lain.

3 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Bandung, 1993, hlm. 191
4 Ibid. hlm. 192
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Salah satu perkara tindak pidana penghinaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Tanjung Karang adalah dalam Putusan Nomor: 466/Pid.B/2016/PN.Tjk, yang

dilakukan seorang terhadap mertuanya yang terjadi di Bandar Lampung.

Penghinaan tersebut dilakukan oleh Pelaku berinisial AM terhadap orang tua dari

istri sang Pelaku itu sendiri. Dari fakta hukum yang ada ternyata penghinaan yang

dilakukan oleh pelaku didasari karena rasa kesal terhadap Mertuanya karena sang

istri yang tak kunjung dibantu penjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelaku yang awalnya hanya menghina mertua kepada sang isteri melalui kata kata

umpatan kasar semakin hari semakin berani karena merasa rasa kesalnya tidak

mendapat respon yang kemudian membuat Pelaku nekat membobol akun

Facebook milik mertuanya dan memaksa masuk kedalam group Facebook dari

Institusi tempat mertua dari sang pelaku tersebut bekerja. Setelah berhasil masuk

ke dalam komunitas tersebut akhirnya pelaku memposting foto berupa gambar

keluarga mertua ketika pernikahan dari pelaku berlangsung yang sudah di

cropping dan hanya ada foto isteri pelaku, dan kedua mertuanya yang disertai

tulisan berupa kata kata yang membuat kehormatan dari pihak mertuanya menjadi

hancur dan berakibat rasa malu bagi pihak isteri dari sang pelaku. Akibat dari

perbuatannya Pelaku didakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1)

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan divonis hukuman

pidana penjara 9 bulan5. Issu hukumnya adalah setelah terbitnya putusan

pengadilan tersebut pihak kejaksaan tidak segera mengeksekusi terpidana AM

padahal sesuai dengan ketentuan 270 KUHAP, pelaksanaan Putusan oleh Jaksa

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

5 Dirangkum dari Putusan Nomor: 466/Pid.B/2016/PN.Tjk
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dilakukan oleh jaksa setelah Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada

jaksa. Batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk

perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara

singkat paling lama 14 hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan adalah pelaksaan terhadap pelaku tindak pidana

yang telah di vonis atau telah ditetapkan bersalah dengan kekuatan hukum yang

mengikat. Pada Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa,

yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya. Sejalan

dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan

pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Melihat ringkasan kasus

yang ada diatas maka dapat dilihat bahwa ada ketidaksesuaian yang menyebabkan

pelaku tidak dieksekusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim dari kasus tersebut ke dalam

bentuk skripsi dengan mengangkat judul: Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan

Nomor 466/Pid.B/2016/PN.Tjk).
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah

yang akan diteliti adalah:

a. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap

pelaku penghinaan melalui media sosial?

b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh

jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial?

c. Apakah akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi

putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian Ilmu Hukum Pidana Formil

yang membahas tentang pelaksanaan dari putusan hakim yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap namun tidak dilakukan eksekusi sejak putusan hakim

nomor 466/PidB.B/2016/PN.Tjk ini terbit dan ruang lingkup penelitiannya berada

di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dimana putusan hakim tersebut diterbitkan.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap

pelaku penghinaan melalui media sosial

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



8

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan eksekusi putusan

hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial

c. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan

eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media

sosial

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai pelaksaan eksekusi putusan hakim yang

pengeksekuisannya/pelaksanaannya mengalami keterlambatan pada kasus

penghinaan melalui media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga penelitian ini dapat

berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya

hukum pidana dalam upaya pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang

eksekusinya mengalami keterlambatan pada kasus penghinaan melalui media

sosial serta untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan

penghinaan melalui internet, serta menjadi salah satu rujukan atau

pertimbangan kepada lembaga pembuat undang-undang.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

oleh peneliti.6 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum pidana dan teori

faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum

dalam menjalankan fungsi/kewenangannyamasing-masing di bidang penegakan

hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan

hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.7

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana

jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.
7Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.
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berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

keharusan melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.8

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, penegakan

hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-

undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi.

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law

making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, penegakan

hukum pidana in concreto (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana itu

dilaksanakan dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi

pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum

pidana secara nasional.

Tahapan penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini
dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan
perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang
paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini
disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh
aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan.
Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta
menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh
pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap
ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi
Yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana
pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan
peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat

8 Ibid, hlm.3.
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Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam
putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan
dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam
melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-
undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai
keadilan suatu daya guna. 9

Berdasarkan teori yang digunakan di atas maka secara khusus yang digunakan

berkaitan dengan penegakan hukum pada tahap aplikatif, yaitu pelaksanaan

ekseskusi putusan hakim oleh Jaksa.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak
berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin
rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

9 Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
2002. hlm. 12-13.
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nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakannya.10

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Aristoteles merupakan asas tujuan dari hukum yang

menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur

ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia

terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk

terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat

peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban

dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum)

mempunyai sifat sebagai berikut:

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas

mempertahankan tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.

b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan

apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah

bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada

seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri

sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau

menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.11

10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka
Cipta, 1986, hlm. 8-11

11 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
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2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian12. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan eksekusi putusan menurut Pasal 270 KUHAP dilakukan oleh

Jaksa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

setelah Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa.

b. Putusan hakim menurut Pasal 14  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil

berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.  Ayat (2)

menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang

sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku13

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

Bakti. Bandung. 2001. Hlm. 43-44
12 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
13 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 46.
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undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum14

e. Tindak pidana transaksi elektronik mengandung muatan penghinaan menurut

Pasal 27  Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, adalah dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

f. Cybercrime adalah tidak criminal yang dilakkukan dengan menggunakan

teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan

kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khusunya

internet.15

g. Jaksa menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang

h. Penegakan hukum Pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan,

keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh

nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.16

14 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25
15 Sutarman, Op.Cit, hlm. 67.
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1996, hlm.28.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan skrisp yang meliputi latar belakang masalah,

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan mengenai yang bekaitan dengan

pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan

melalui media sosial.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam

pendekatan masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang

penulis, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, terdiri dari

pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap

pelaku penghinaan melalui media sosial, faktor-faktor penghambat pelaksanaan

eksekusi putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media

social dan akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi

putusan hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang

bekaitan dengan permasalahan yang dibahas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan17

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.18

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga

17 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 19
18 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. hlm. 16.
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pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan19

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno

mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat
pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan
orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan
olehnya”. 20

19 Ibid, hlm. 17.
20 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34
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Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 21

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 22

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian

dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti

halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap

istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu

istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa

Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 23

Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat

tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak

21 Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 31.
22 P.A.F Lamintang, Loc.Cit, hlm. 172.
23 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.
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pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit).24

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld );
c. Melawan hukum (onrechtmatig);
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 25

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa

yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari

perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang

dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan

adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur

tindak pidana meliputi:

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

b. Bersifat melawan hukum;

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan

d. Patut di pidana. 26

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, antara lain sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam

24 Ibid, hlm. 175.
25 Ibid, hlm. 176.
26 Ibid, hlm. 176.
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Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II
dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum
pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana
murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur
terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal
338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal27

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.

27 Ibid, hlm. 77
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B. Tindak Pidana Penghinaan Melalui Intenet

Tindak pidana penghinaan menurut Pasal 310 KUHP yaitu “Barangsiapa sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu

hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulanatau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur dari

penghinaan adalah sebagi berikut:

1. Dengan Sengaja
Menurut ilmu pengetahuan, sengaja termasuk unsur subyektif yang ditujukan
terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku
menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran
terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.

2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain
Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti
melanggar. Sebagian pakar mempergunakan “memperkosa” kehormatan dan
nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang
diberikan oleh nasyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya
atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-
orang tertentu saja.

3. Menuduh Melakukan Perbuatan Tertentu
Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata “bepaald feit” dalam
arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik
tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan
tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa.

4. Dengan Maksud Yang Nyata Supaya Diketahui Oleh Umum
Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat
dibuktikan “maksudnya nyata untuk menyiarkan”.

Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan

penghinaan terdapat dalam Pasal 27  Ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa
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hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan Pasal 27  Ayat (3) UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan

unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan, yaitu:
a. Mendistribusikan
b. Mentransmisikan
c. Membuat dapat diaksesnya.

2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan

“dengan sengaja”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan

membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak

dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis

maupun sisi IT.

Ketentuan Pidananya adalah Pasal 45 (1) UU, yaitu setiap Orang yang memenuhi

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27  Ayat (1),  Ayat (2), Ayat (3), atau

Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.  Ayat (2) menyatakan
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bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat

dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili

perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai

keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim

yang bersangkutan.28

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan

28 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153
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Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.29

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di

depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan

kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas

bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.30

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat

pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat

dakwaan (Pasal 142  Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri

yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu

termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan

menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Ada beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
2) Keberatan/eksepsi
3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
4) Penuntutan oleh penuntut umum
5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
6) Replik dan duplik
7) Musyawarah hakim
8) Putusan31

29 Ibid, hlm. 153
30 Yahya Harahap. Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar
Grafika. Jakarta. 2008.hlm. 17
31 Ibid. hlm. 18
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Ha-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal
152 KUHAP)

2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan
terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka
mengakibatkan batalnya putusan demi hukum

3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara
paksa (Pasal 154 KUHAP)

4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155  Ayat
(1) KUHAP)

5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayar (2) KUHAP) 32

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup

yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu

perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang

hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)33

Pasal 185  Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan

32 Ibid. hlm. 19
33 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11
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tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

(unus testis nullus testis).34

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa

yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus

dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan

dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah sebagai berikut:

(1) Nomor Putusan
(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa)
(3) Identitas Terdakwa
(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
(5) Surat Dakwaan
(6) Tuntutan Pidana
(7) Pledooi
(8) Fakta Hukum
(9) Pertimbangan Hukum
(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
(12) Pernyataan kesalahan terdakwa
(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
(14) Kualifikasi dan pemidanaan
(15) Penentuan status barang bukti

34 Ibid. hlm. 11
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(16) Biaya perkara
(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan

Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat,

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau

bagi masyarakat pada umumnya.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi

hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang

pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.
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D. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut

ketentuan dalam Pasal 2  Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.35

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 1  Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi,

perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,

Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

35 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,
Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.
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tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan

selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan

memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi

profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas,

fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah

amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan

wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang,

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. 36

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam

beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia,

yaitu:

36 Ibid, hlm. 128.
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(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut
meyelenggarakan kegiatan:
a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara;
e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan

Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan

seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain

yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh

hal-hal yang dapat membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang

lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan

badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal
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34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

(1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran
hirarki;

(2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;

(3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;

(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup
dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat
profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan

secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu

seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam

Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan

hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana

diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan adalah melaksanakan penetapan

hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa

adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata,

pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru

sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54

Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang

sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang

bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau

tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus

dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. 37

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat

kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan

seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon

pertangguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana

terhukum berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya

keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi

menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum

yang biasa telah ditempuh.38

37 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14
38 Ibid, hlm.15.
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Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau in absentia merupakan

kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara

pribadi atau di mana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang

telah ditentukan di mana permohonan banding harus masuk dimulai dengan

dinyatakannya kesalahan terdakwa kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan

dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan.

Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan delapan hari

setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditangguhkannya eksekusi

sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal

dimohon banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka

putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus

ditunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.39

Pelaksanaan Putusan oleh Jaksa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera

mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi

putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima

salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8

Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada

jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara

dengan acara singkat paling lama 14 hari.40

39 HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.
40 Ibid, hlm.63.
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Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi

pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam

ini jelas KUHAP menyatakan: “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti

penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan

sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu

perkara boleh melaksanakan putuan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK

diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan

dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat

keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang

dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat

mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai

pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang

ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus

disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan

atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim

selekas mungkin dijalankan.41

Pelaksanaan putusan berupa pidana mati dalam ketentuan Pasal 271 KUHAP

sebenarnya juga telah diatur dalam KUHP yaitu dalam rumusan Pasal 11 KUHP

disamping ketentuan ini dengan stbld 1945 no. 123 ditentukan bahwa pidana mati

sebagai dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Presiden dilaksanakan dengan jalan

tembak mati. Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur

dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1): “Jika putusan pengadilan

41 Ibid, hlm.64.
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menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan

untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat

yang harus seketika dilunasi”. Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu

tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika

dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana

dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana

kurungan.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutannya (requisitoir). Dalam

tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula

membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (1i)

KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa

beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur

pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan

oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar

biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa

meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk

membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan,

tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237

dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi,

penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan

pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah

(delik ekonomi, korupsi, dan narkotika) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap

bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh
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denda tersebut atau separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana

perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor

lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya

dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3)

KUHAP). Ini pun dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2)

KUHAP). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita

acara perusakan atau pemusnahan. Misalnya dalam praktik buku-buku dan

barang-barang lain yang mudah terbakar, pemusnahannya dengan jalan dibakar,

sedangkan senjata tajam dibuang ke laut. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang

dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara

putusan perdata atau melalui juru sita.42

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Eksekusi pidana denda
Jika putusan pengadilan menjatuhka pidana denda, kepada terpidana diberikan
jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam
putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat
(1) KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun
1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus
seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) KUHAP harus diartikan: a.
Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka
pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; b. Apabila terdakwa atau
kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya
harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada
terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran
pidana denda dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan
demikian jangka waktu pembayaran pidana denda paling lama dua bulan. Dan

42 Ibid. hlm.17-18
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apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh terpidana, maka
eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti
denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP).43

b. Eksekusi barang rampasan untuk negara
Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas
untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa
menguasakan benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang
Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya
dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka
waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu)
bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor
Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).44

c. Eksekusi biaya perkara
Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara
dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung
terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi
pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara,
maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung
bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). Siapapun
yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal
dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka
biaya perkara dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang
dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan
dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya dilakukan oleh jaksa. Apabila
terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian
barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya.
Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui
alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa, maka
Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan
penghapusannya kepada Jaksa Agung.45

d. Eksekusi pidana bersyarat
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) Jo
14d ayat (1) KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan
serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang
(Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah Negara Hukum RI berusia
57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan,
pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana
bersyarat.46

e. Eksekusi pidana mati

43 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81
44 Ibid, hlm. 82
45 Ibid, hlm. 83
46 Wiryono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur Simanjuntak, Bandung.
1990. hlm. 115
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Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya
dilakukan menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271
KUHAP). Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 11 pelaksanaan
hukuman/pidana mati dijalankan oleh algoJo di tempat penggantungan dengan
menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada
tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.
Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964
sudah tidak berlaku karena diganti dengan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan atau eksekusi
pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang
penolakan Grasi diterima oleh terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH. 2002).
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada
tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang
dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer,
dilakukan dengan ditembak sampai mati. 47

F. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.48

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek

yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

47 Leden Marpaung. Op.Cit. hlm. 84.
48 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.
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subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagaimana seharusnya.49

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik

dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum

yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi

tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.50

Upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dilaksanakan dalam rangka

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat

penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.51

Prinsip penegakan hukum pada dasarnya harus memberi manfaat atau berdaya

guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

49 Ibid, hlm. 33.
50 Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995,
hlm. 4.
51 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit, hlm.76.
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Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan

adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.52

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana

dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah

“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana

(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih

baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan

yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen

dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law. 53

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana

dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat

undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika

peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang

hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang

perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

52 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 12.
53Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23
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Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus

benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya

atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana

hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi

(pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana.

Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau

orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu

lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh

untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak

pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu

proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana

menjadi tindak pidana. 54

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah

mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan

sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula

penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan

kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud

apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu

mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling

interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

54Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23
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G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum tersebut,

yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak
berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin
rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakannya.55

Fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk

mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan

susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang

telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana

55 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 8-11
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pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan

prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya

dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai

bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat

dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata

hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat,

maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari

masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial

dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu

masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-

beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek56

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama

dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa

lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup

dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks.

Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk

memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam

strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan

dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling

bertentangan, walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap

dari masyarakat.

56 Ibid, hlm.14
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Peranan nilai dan budaya i dalam masyarakat harus dipertahankan untuk

menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu

dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum,

baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak

ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini

memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan

memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang

mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang

ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan

pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik,

tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang

dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam

masyarakat yang membangun 57

57 Moh, Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010, hlm.5
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui

studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan

menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah

upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus58.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder

dalam penelitian ini, terdiri dari:

58 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 14
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

(5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan secara lebih terperinci terhadap bahan hukum

primer, di antaranya:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 466/Pid.B/2016/

PN.Tjk
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c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi,

kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang

2). Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 orang

3). Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang +

Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi

lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan, adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara

(interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan

yang dibahas dalam penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam

penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.59

59 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm. 112
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim oleh Jaksa terhadap pelaku penghinaan

melalui media sosial dilaksanakan dengan prosedur yaitu Penitera

mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa. Adapun batas waktu

pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara

biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat

paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau Penuntut

Umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan

dan lain-lain. Artinya pelaksananya adalah Jaksa yang tidak menjadi Penuntut

Umum dalam perkara penghinaan melalui media sosial tersebut.

2. Faktor-faktor penghambat jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap

pelaku penghinaan melalui media sosial  : Faktor Substansi hukum, yaitu tidak

adanya batasan waktu yang limitatif dalam KUHAP tentang pelaksanaan

eksekusi. Dalam KUHAP hanya dibatasi waktu penyampaian salinan putusan

pengadilan oleh panitera pengadilan negeri kepada Kejaksaan yaitu 1 minggu

untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara dengan acara singkat.

Selanjutnya tidak diatur dan tidak dibatasi secara jelas waktu eksekusi oleh



90

Jaksa setelah menerima salinan putusan tersebut. Faktor penegak hukum, yaitu

keterlambatan penerimaan putusan dari institusi pengadilan dan masih kurang

optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan hakim.

3. Akibat hukum jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan

hakim oleh jaksa terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial adalah

tidak memenuhi aspek kepastian hukum terhadap perkara tindak pidana yang

telah diputus oleh majelis hakim dan dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar segera dirumuskan dalam hukum acara pidana mengenai batasan secara

limitatif bagi Jaksa untuk mengeksekusi putusan hakim setela menerima

salinan putusan dari panitera Pengadilan Negeri, sehingga ada aturan yang

baku bagi Jaksa dalam mengeksekusi putusan

2. Hendaknya pihak Kejaksaan melaksanakan eksekusi putusan hakim sesegera

mungkin setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri

dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan memenuhi aspek keadilan

bagi pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana.

3. Panitera Pengadilan Negeri hendaknya segera mengirimkan salinan putusan

sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam  peraturan perundang-undangan

kepada Kejaksaan sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi putusan dan

tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan eksekusi.
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